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Sub CPMK-5. Mampu mengkategorikan dan 

membuktikan tentang Environmental Human Right, Eco-

Democracy, dan Good Governance (TM : 6) 

Sub CPMK-6. Mampu membentuk, membuktikan, dan 

menggunakan tentang Etika Lingkungan dan 

Keberlanjutan Ekologi (TM : 7) 

Sub CPMK-7. Mampu membangun dan 

mempertajam tentang Globalisasi, Krisis 

Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan 

(TM : 9) 

CPMK-1. Mampu menemukan dan membuktikan tentang 
Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, Deep Ecology, dan 

Kedaulatan Lingkungan (TM : 1) 

CPMK-2. Mampu mengabstraksi dan mengkualifikasi 
tentang Teori atau Konsep Dalam Pengembangan 

Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan 
Sebelum Perubahan UUD 1945 (TM : 2 - 3) 

CPMK-3. Mampu mengabstraksi dan 

memecahkan tentang Perspektif Hukum dan 

Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam (TM : 4) 

Sub CPMK-4. Mampu menemukan dan mengkualifikasi 

tentang Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan 

Implikasi Hukumnya (TM : 5) 

Sub CPMK-9. Mampu membangun dan mempertajam 

tentang Sektoralisasi Pengaturan Bidang Sumber Daya 

Agraria (TM : 11) 

CPMK Mata Kuliah : POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DAN KEADILAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) 
S1   Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious; 

S3   Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
S4   Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
S5   Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
S6   Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
S7   Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
P4   Mampu mengemban bidang ilmu secara teoritikal dalam aspek filosofis; 
KK1  Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar; 
KK 2 Mampu menemukan atau mengembangkan Ilmu Hukum Pancasila, baik aspek teoritikal maupun praktikal, seta mampu mengembangkannya melalui riset yang mempunyai nilai kebaruan (Novelty) 

dan publikasi baik nasional maupun internasional 
Mampu Mengelola, memimpin dan mengembangkan pengembanan hukum pancasila baik secara teoritikal dan praktikal yang berbasis ilmu hukum pancasila dalam menciptakan kemaslahatan umat 
manusia, serta mampu mendapatkan kemampuan nasional dan internasional   

 

 

 
 
 

 

 

Sub CPMK-10. Mampu membangun dan mempertajam 

tentang Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria (TM 

: 12 – 13) 

Sub CPMK-8. Mampu membangun dan mempertajam tentang 

HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria (TM : 10) 

Sub CPMK-11. Mampu membangun dan mempertajam 

tentang Reforma Agraria (TM : 14) 

UJIAN TENGAH SEMESTER  

(TM : 8) 

Sub CPMK-12 Mampu membangun dan mempertajam (TM: 

15) 
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Capaian 

Pembelajaran (CP)  

Capaian Pembelajaran MK  Politik Hukum Lingkungan dan 

Keadilan Sumber Daya Alam 

 

S1 

S3 

S4 
S5 

S6 

 

S7 
P4 

 

KK1 
 

KK2 

 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

Mampu mengemban bidang ilmu secara teoritikal dalam aspek filosofis; 
Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama 

dengan komunitas peneliti diluar; 

Mampu menemukan atau mengembangkan Ilmu Hukum Pancasila, baik aspek teoritikal maupun praktikal, seta mampu mengembangkannya 
melalui riset yang mempunyai nilai kebaruan (Novelty) dan publikasi baik nasional maupun internasional 

Mampu Mengelola, memimpin dan mengembangkan pengembanan hukum pancasila baik secara teoritikal dan praktikal yang berbasis ilmu 

hukum pancasila dalam menciptakan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan kemampuan nasional dan internasional   



 

 

 

CPMK   

 CPMK-1.   Mampu menemukan dan membuktikan tentang  Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, Deep Ecology, dan Kedaulatan Lingkungan 
CPMK-2.   Mampu mengabstraksi dan mengkualifikasi tentang Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum 

Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945 

CPMK-3.   Mampu mengabstraksi dan memecahkan tentang Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam 

CPMK-4.  Mampu menemukan dan mengkualifikasi tentang Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya 

CPMK-5.  Mampu mengkategorikan dan membuktikan tentang Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance 

CPMK-6   Mampu membentuk, membuktikan, dan menggunakan tentang Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi  
 

 CPMK-7. Mampu membangun dan mempertajam argumentasi tentang Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan 

CPMK-8 Mampu membangun dan mempertajam argumentasi tentang HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria 

CPMK-9 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria 

CPMK-10 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria 
CPMK-11. Mampu membangun dan mempertajam tentang Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan 

CPMK-12 Mampu membangun dan mempertajam tentang Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester satu dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif filosofi dan 

teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria. Secara menyeluruh materi perkuliahan 

meliputi pokok bahasan tentang konsep dasar politik hukum lingkungan, deep ekology dan kedaulatan lingkungan, dinamika politik hukum lingkungan 
dalam UUD 1945, perspektif hukum dan filsafat keadilan sumber daya alam/agraria, politik hukum lingkungan dalam berbagai kontitusi, etika 

lingkungan dan keberlanjutan ekologi,implikasi globalisasi terhadap kebijakan hukum lingkungan, dan analisis kebijakan dan kasus, HAM dalam 

bidang sumber daya agraria, sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria, sengketa penguasaan sumber daya agraria, pengakuan hak 
masyarakat hukum adat, dan reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan.  



 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, Deep Ecology, dan Kedaulatan Lingkungan; 

2. Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945; 
3. Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam; 

4. Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya; 

5. Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance; 

6. Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi; 
7. Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan; 

8. HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria; 

9. Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria; 
10. Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria; 

11. Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan; 

12. Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila 

Pustaka Utama :  

1. UUD NRI 1945; 

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); 
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4. UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; 

5. UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 
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9. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
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13. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

14. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 
15. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; 

16. UU Nomor 45 Tahun  2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 



17. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 

18. UU Nomro 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H); 
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TM 

Ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

diharapkan) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran,  

Penugasan Mahasiswa, Pengalaman 

Belajar 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) / Tatap 

Muka 

Daring 

(online

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  Sub CPMK-1.   
Mampu 

menemukan dan 

membuktikan 
tentang  Konsep 

Dasar Politik 

Hukum 
Lingkungan, Deep 

Ecology, dan 

Kedaulatan 
Lingkungan  

 

 

Ketepatan dalam menemukan 

dan membuktikan tentang 

Konsep Dasar Politik Hukum 

Lingkungan, Deep Ecology, 
dan Kedaulatan Lingkungan. 

  Kuliah 

 Diskusi 
 

- 1. Konsep Dasar Politik 

Hukum Lingkungan; 

2. Deep Ecology; 

3. Kedaulatan Lingkungan 

5 

2– 3 Sub CPMK-2.   
Mampu 

mengabstraksi dan 

mengkualifikasi 
tentang Teori atau 

Konsep Dalam 

Pengembangan 

Hukum 

Ketepatan dalam 
mengabstraksi dan 

mengkualifikasi tentang Teori 

atau Konsep Dalam 
Pengembangan Hukum 

Lingkungan dan Politik 

Hukum Lingkungan Sebelum 

Perubahan UUD 1945 

Kriteria : Pedoman 
penskoran (marking 

scheme) 

 

Bentuk Non-test : 

 Membuat 

Makalah 

• Kuliah; 
• Diskusi; 

 

Tugas 1 : 
Membuat makalah tentang 

Politik Hukum Lingkungan 

 [TM: 3 x (2x50”)]  

 

 1. Teori dan Konsep 
Dalam Pengembangan 

Hukum Lingkungan; 

2. Politik Hukum 

Lingkungan Sebelum 
Perubahan UUD 1945 

5 



Lingkungan dan 

Politik Hukum 

Lingkungan 
Sebelum Perubahan 

UUD 1945 

 {TT : 1 X 50”) 

 

  

4 Sub CPMK-3.  
Mampu 
mengabstraksi dan 

memecahkan 

tentang Perspektif 
Hukum dan Filsafat 

Kedaulatan Sumber 

Daya Alam 

 

• Ketepatan mengabstraksi dan 

memecahkan tentang 
Perspektif Hukum dan Filsafat 

Kedaulatan Sumber Daya 

Alam 

Kriteria: 

Portofolio 
Showcase 

 

Bentuk non-test: 
• Membuat Makalah 

 Kuliah; 

 Dikusi kelompok; 

• Tugas 2: Membuat Makalah 

tentang Kedaulatan Sumber 

Daya Alam [TM: 1 x (2x50”)] 

 

 

  Perspektif Hukum 
Kedaulatan Sumber 
Daya Alam; 

 Filsafat Kedaulatan 
Sumber Daya Alam 

5 

5 Sub CPMK-4.  
Mampu 

menemukan dan 
mengkualifikasi 

tentang Konstitusi 

Hijau: Spirit, 

Perkembangan, dan 
Implikasi 

Hukumnya 
 

 Ketepatan dalam 
menemukan dan 

mengkualifikasi tentang 

Konstitusi Hijau : Spirit, 
Perkembangan, dan 

Implikasi Hukumnya 

   Konstitusi Hijau: Spirit, 

Perkembangan, dan Implikasi 

Hukumnya 

5 

6 Sub CPMK-5. 

Mampu 

mengkategorikan 
dan membuktikan 

tentang 

Environmental 

 Ketepatan 

mengkategorikan dan 

membuktikan tentang  
Environmental Human 

Right, Eco-Democracy, 

dan Good Governance 

Kriteria: 

Portofolio 

showcase 
Bentuk non-test: 

• Menulis artikel 

jurnal 

• Kuliah: 

• Studi kasus 

Tugas 3 :  
Menulis artikel seputar  

Environmental Human Right, 

Eco-Democracy, dan Good 

  Environmental Human 

Right; 

 Eco-Democracy; 

 Good Governance  

5 



Human Right, Eco-

Democracy, dan 

Good Governance 
 
 

Governance 

[TM: 1 x (2x50”)]   

7 Sub CPMK-6.  
Mampu 

membentuk, 

membuktikan, dan 
menggunakan 

tentang Etika 

Lingkungan dan 
Keberlanjutan 

Ekologi  

 
 

 Ketepatan dalam 

membentuk, 
membuktikan, dan 

menggunakan klasifikasi 

tentang  Etika Lingkungan 

dan Keberlanjutan Ekologi  

 

 • Kuliah: 
• Studi kasus 

 

 
 
 

 

  Etika Lingkungan; 

 Keberlanjutan 
Ekologi 

5 
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9 Sub CPMK-7.  
Mampu 

membangun dan 

mempertajam 
tentang Globalisasi, 

Krisis Lingkungan, 

 Ketepatan dalam 
membangun dan 

mempertajam argumentasi 

tentang Globalisasi, Krisis 

Lingkungan, dan 
Kebijakan hukum 

Kriteria: 

Portofolio 

Showcase 

 

Bentuk non-test: 

• Menulis Makalah 

• Kuliah 

• Studi kasus 

 

Tugas 5 :  
Menulis makalah seputar 

Globalisasi, Krisis 

  Globalisasi; 

 Krisis Lingkungan; 

 Kebijakan Hukum 

5 



dan Kebijakan 

hukum Lingkungan 

 
 

Lingkungan 

 

 

Lingkungan, dan Kebijakan 

Hukum Lingkungan 

[TM: 1 x (2x50”)]   
 
 

 

10 Sub CPMK-8. 
Mampu 

membangun dan 

mempertajam 

tentang HAM 

dalam Bidang 

Sumber Daya 

Agraria 

Ketepatan dalam membangun 
dan mempertajam tentang 
HAM dalam Bidang Sumber 

Daya Agraria 

 • Kuliah: 
• Studi kasus 

 

  HAM dalam Bidang 

Sumber Daya Agraria 

5 

11 Sub CPMK-9 

Mampu 

membangun dan 
mempertajam 

tentang 
Sektoralisasi 

pengaturan bidang 
sumber daya 

agraria 

 

Ketepatan dalam membangun 

dan mempertajam argumentasi 

tentang  Sektoralisasi 
pengaturan bidang sumber 
daya agraria 

 

 • Kuliah: 

• Studi kasus 

 

  Sektoralisasi Pengaturan 
Bidang Sumber Daya 

Agraria 

5 

12-13 Sub CPMK-10 

Mampu membangun 
dan mempertajam 

tentang Sengketa 

Penguasaan 

Sumber Daya 

Ketepatan membangun dan 

mempertajam argumentasi 

tentang   Sengketa Penguasaan 

Sumber Daya Agraria d 

 • Kuliah: 

• Studi kasus 

 

  Sengketa Penguasaan 
Sumber Daya Agraria 

 

10 



 

 

 

 

Agraria  
 

14 Sub CPMK-11 

Mampu membangun 

dan mempertajam 

argumentasi tentang 

Reforma Agraria 

Ketepatan membangun dan 

mempertajam argumentasi 
tentang Reforma Agraria 

  Kuliah 

 Studi Kasus 

  Reforma Agraria untuk 

mewujudkan 

kesejahteraan 
 

5 

15 Sub CPMK-12 

Mampu membangun 

dan mempertajam 

tentang Keadilan 
Agraria 

Ketepatan membangun dan 
mempertajam argumentasi 

tentang argumentasi tentang 

Reforma Agraria 

  Kuliah 

 Studi Kasus 

  Keadilan Sumber Daya 

Agraria Berdasarkan 
Pancasila 

5 
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Kontrak Kuliah dan silabus mata kuliah 

 

a. Prodi   : Doktor Ilmu Hukum 

b. Nama Mata Kuliah : Politik Hukum Lingkungan dan Keadilan Sumber Daya 
                                                    Alam 

c. Kode Mata Kuliah : DIH 917111 

d. Semester/sks  : Dua/ 2 sks 

e. Dosen Pj.  : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

f. Tempat Pertemuan : Fakultas Hukum Unila 

 

1. Manfaat Mata Kuliah 

Manfaat dari mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang 

komprehensif tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya 

alam/agraria baik dalam perspektif hukum, ekonomi, maupun ekologi berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila  

2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester satu dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah 

ini membekali mahasiswa dengan perspektif filosofi dan teori/konsepsi/gagasan ilmiah 

baru tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria. Secara 
menyeluruh materi perkuliahan meliputi pokok bahasan tentang konsep dasar politik 

hukum lingkungan, deep ekology dan kedaulatan lingkungan, dinamika politik hukum 

lingkungan dalam UUD 1945, perspektif hukum dan filsafat keadilan sumber daya 
alam/agraria, politik hukum lingkungan dalam berbagai kontitusi, etika lingkungan 

dan keberlanjutan ekologi,implikasi globalisasi terhadap kebijakan hukum lingkungan, 

dan analisis kebijakan dan kasus, HAM dalam bidang sumber daya agraria, 

sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria, sengketa penguasaan sumber 
daya agraria, pengakuan hak masyarakat hukum adat, dan reforma agraria untuk 

mewujudkan kesejahteraan. 

 

3. Capaian Pembelajaran  

Capaian pembelajaran mata kuliah agar mahasiswa memiliki keterampilan umum 

yaitu mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru 

dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya 

bidang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria 
berlandaskan nilai-nilai ekologis dan nilai-nilai hukum Pancasila. 

4. Indiktor Capaian Pembelajaran 

1) Mampu mengevaluasi Konsep dasar politik hukum lingkungan & Deep 
Ecology serta Kedaulatan Lingkungan 

2) Mampu mengevaluasi Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum 
Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945 

3) Mampu menguasai Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya 
Alam 

4) Mampu mengevaluasi Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan dan Implikasi 
Hukumnya 



5) Mampu mengkreasi Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good 
Governance 

6) Mampu mengevaluasi Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi 

7) Mampu mengevaluasi Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum 
Lingkungan 

8) Mampu menuangkan pemikirannya  dalam sebuah naskah ilmiah tentang 
politik hukum lingkungan 

9) Mampu mengevaluasi Keadilan sumber daya alam 

10) Mampu mengevaluasi HAM dalam bidang sumber daya agraria 

11) Mampu mengevaluasi sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria 

12) Mampu mengevaluasi sengketa penguasaan sumber daya agraria 

13) Mampu mengevaluasi pengakuan hak masyarakat hukum adat 

14) Mampu membandingkan dan mengkreasi reforma agraria untuk mewujudkan 
kesejahteraan 

15) Mampu mengkreasi keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila 

16) Mampu menuangkan pemikiran baru tentang keadilan sumber  daya alam 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

 

5. Strategi Pembelajaran 

Perkuliahan ini menerapkan pendekatan saintific. Problem based learning, project 
based learning, dan discovery model menjadi pilihan dalam menumbuhkembangkan 

proses bejalar mengajar. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarah, tanya 

jawab, diskusi kelompok, studi kasus. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan 

belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, jurnal, 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kasus lingkungan/sumberdaya 

alam/agraria, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun 

kelompok. 
 

6. Tugas Mahasiswa 

1) Mempelajari bahan kajian yang telah dipersiapkan secara mandiri, kemudian 

membuat catatan yang nantinya akan berguna bagi mahasiswa dalam mengikuti 
perkuliahan dan dalam mengerjakan tugas mandiri membuat naskah karya ilmiah. 

2) Secara aktif berdiskusi/brainstorming bersama kelompok dan dosen 

3) Melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan kajian guna mendapatkan wawasan 
dan/atau menemukan pemikiran baru 

4) Melakukan review terhadap buku-buku referenasi dan jurnal-jurnal yang terkait 
dengan bahan kajian 

5) Menyusun naskah/karya ilmiah secara mandiri yang temanya telah ditentukan oleh 
dosen. 

 

 

 

 

 



7. Materi/Sumber Pembelajaran 
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8. Kriteria Penilaian 

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan sebagai berikut: 

UTS………………………………………………… 15% 

UAS………………………………………………… 25% 
Tugas mandiri/kelompok……………………   ……50% 

Keaktifan di kelas....................................................10% 

 

Nilai Akhir 

(0 – 100) 

Huruf Mutu 

(HM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Status 

> 80 A 4 Lulus 

75 - < 80  B+ 3.5 Lulus 

70 – <75 B 3 Lulus 

65 – <70 C+ 2,5 Lulus bersyarat 

55 – <65 C 2,0 Lulus bersyarat 

50 – <55 D 1,0 Tidak lulus 

< 50 E 0,0 Tidak Lulus 

 

 

 



Kriteria acuan penilaian tugas individual atau kelompok, meliputi: 

1) Sistematika      10% 

2) Ketepatan isi dan kedalaman analisis  40% 

3) Relevansi dengan rencana disertasi   20% 

4) Jumlah jurnal dan referensi yang menjadi acuan  20% 

5) Kerapihan dan kejujuran akademik   10% 

 

9. Jadwal Perkuliahan 

Pertemuan 

ke 

Bahan Kajian 

1 Konsep dasar politik hukum lingkungan, deep ekology dan kedaulatan 

lingkungan 

2 Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik 

Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945 

3 Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam 

4 Konstitusi Hijau:  Spirit, Perkembangan dan Implikasi Hukumnya 

5 Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance 

6 Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi 

7 Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan 

8 UTS 

9 Keadilan sumber daya alam 

10 HAM dalam bidang sumber daya agraria 

11 Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria 

12 Sengketa penguasaan sumber daya agraria 

13 Pengakuan hak masyarakat hukum ada 

14 Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan 

15 Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila 

16 UAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Tata Tertib 

 
1) Tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi selama perkuliahan; 

2) Tidak diperkenankan merokok di dalam ruang kuliah 

3) Tidak diperkenankan membawa barang bawaan yang dapat membahayakan 

diri sendiri dan orang lain 
4) Tidak boleh diperkenankan keluar masuk ruang kelas selama perkuliahan 

berlangsung. 

5) Tidak diperkenankan berbicara/berbisik-bisik dalam ruang kelas selama 
perkuliahan, kecuali dosen menentukan lain. 
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Perwakilan Mahasiswa    Dosen Penangungjawab Mata kuliah 
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